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“Selalu Ada Harapan Bagi Orang Yang Berdo‟a, dan Selalu Ada Jalan 
Bagi Orang Yang Berusaha” 
(lukman) 
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Didalam Al- Qur‟an menjelaskan apabila suami istri yang bersengketa atau 
bertengkar harus didamaikan oleh hakamain yang masing-masing berasal dari 
pihak suam istri sebagai juru damai antara keduanya. Sebagian ulama juga 
berpendapat bahwa hakam itu harus dari pihak keluarga yang bersengketa. Begitu 
juga dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2). filosofinya 
keluarga lebih mengetahui seluk-beluk permasalahan yang terjadi dalam suami 
istri yang bersengketa dan hakam dari pihak keluarga dianggap orang yang paling 
menginginkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang bersengketa 
tersebut. di Pengadilan Agama Pekanbaru sedikit berbeda mekanismenya dalam 
menempuh upaya perdamaian tersebut. Bagi siapa pun yang beracara perkara di 
Pengadilan Agama Pekanbaru harus mengikuti peraturan yang telah ditetap 
pengadilan. Sehingga Peniadaan fungsi Hakam dalam menyelasaikan perkara 
perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak 
mengangkat hakam yang berasal dari keluarga.  
Rumusan masalah penulis angkat dari penelitian ini adalah bagaimana 
tinjauan hukum islam terhadap peniadaan hakam pihak keluarga dalam 
menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq, dan apa saja faktor 
penghambat peniadaan fungsi hakam dalam menyelesaikan perkara perceraian 
dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Pekanbaru. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan 
hukum islam peniadaan hakam pihak keluarga dalam menyelesaikan perkara 
perceraian dengan alasan syiqaq, dan apa saja faktor penghambat peniadaan 
fungsi hakam dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq di 
Pengadilan Agama Pekanbaru.  
Penelitian ini merupakan penelitia lapangan (field research), yang 
berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun yang menjadi subjek dalam 
penelitian ini adalah hakim yang menangani sengketa rumah tangga. Sedangkan 
objek dalam penelitian ini adalah Peniadaan Hakam pihak keluarga di Pengadilan 
Agama Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang Hakim. Teknik 
penarikan sampel yang dilakukan yaitu dengan cara Random Sampling. Sumber 
data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode 
pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen atau 
bahan pustaka, kemudian di kumpulkan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Peniadaan hakam pihak keluarga dalam 
menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama 
bukan berarti pihak pengadilan meniadakan hakam dari pihak keluarga seperti 
dijelaskan dalam surat An- Nisa‟ ayat 35 sebagai pihak yang mendamaikan, 
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Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (2), dan sebagian ulama fiqih. 
Melainkan pihak pengadilan hanya mengikuti sistem yang ditetapkan oleh 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, 
yang dimana dalam proses mediasi ini dilakukan oleh mediator yang bersertifikat, 
jadi secara tidak langsung dengan sistem mediasi yang dilakukan oleh mediator 
ini terjalankan fungsi hakam sebagai pendamai pihak yang bersengketa. Mediasi 
di Pengadilan ini adalah salah satu produk dari hukum Islam. Karena secara 
historis mediasi yang dikembangkan dalam peraturan ini merupakan eksistensi 
penyelesaian sengketa yang sudah banyak dipraktekkan di dalam hukum Islam. 
Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia 
adalah hukum yang tetap hidup dalam masyarakat, merupakan ajaran dan 
keyakinan Islam. 
Adapun faktor penghambat peniadaan fungsi hakam/ juru damai/ mediator 
dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq antara lain, karena 
Tidak Hadirnya Pihak Tergugat Pada Persidangan, Kurang Bersungguh-
sungguhnya Para Pihak Untuk Melaksanakan Mediasi, Perkara Perceraian 
Umumnya Berkaitan dengan Perasaan Sehingga Sangat Sulit untuk Didamaikan, 













ُيدشٌا ّٓدشٌا الله ُسب 
 ٗبذصٚ ٌٗا ىٍعٚ ذّذِ إٌِٛٚأذيس الله يٛسس ىٍع َلاسٌاٚ ةلاصٌاٚ للهشىشٌاٚ للهذّذٌا
ذعب اِا... ٌٗاٚ ِٓٚ 
 Alhamdulillah rasa puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber 
kebenaran, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya..Aamiin. 
Skripsi ini berjudul “Analisis Peniadaan Hakam pihak keluarga Dalam 
Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau  
Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama 
Pekanbaru)”.hasil karya ilmiyah yang disusun untuk memenuhi tugas dan 
sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan 
Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini ucapan terima kasih yang tidak terhingga 
penulis ucapkan untuk kedua orang tua tercinta, yaitu  ayahnda ALIM dan Ibunda 
NORAINI semoga senantiasa dikaruniai kesehatan dan keimanan beserta seluruh 
anggota keluarga besar saya yang tak pernah lupa mendo‟akan penulis, memberi 
motivasi, mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatian siang dan malam, 
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berilmu pengetahuan.  
Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dan bimbingan 
dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :  
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2. Bapak Dr. H. Hajar Hasan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum serta pembantu Dekan I, II dan III . 
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kasih atas bantuan teman-teman semua, karena kalian memberikan 
semangat dan dorongan kepada penulis, Semoga amal kebaikan kalian 
mendapat balasan dari Allah SWT, serta kebahagiaan dan kesuksesan 
selalu mengalir dalam hidup kita. Aamiin.. 
Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan bagi pembaca umumnya dan dapat memberikan sumbangan fikiran dalam 
dunia pendidikan. 
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A. Latar Belakang 
Kehidupan di dunia ini jika tanpa adanya kesenangan yang 
menunjang, maka akan terasa gersang. Akan tetapi begitu bijaksananya Allah 
Swt.  memberikan manusia kecenderungan terhadap kesenangan. Apabila 
direnungkan lebih jauh, kecenderungan (watak) tersebut mampu 
membebaskan manusia dari segala belenggu kenistaan, tentunya jika 
diarahkan pada apa yang diridhai oleh Allah Swt. Hal ini bukanlah 
merupakan tujuan utama, karena semua itu hanyalah sebagai mediator 
didalam mencapai tujuan yang lebih mulia. Sebab, cabang yang bagus tentu 
berasal dari pondasi (akar) yang bagus pula.
1
 
Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk pribadi dan 
makhluk sosial, sekaligus sebagai hamba Allah, berpasang-pasangan ada laki-
laki dan perempuan dalam kenyataannya tidak dapat hidup dengan sebaik-
baiknya tanpa berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa sifat ketergantungan antara satu dengan yang lainnya 
merupakan sifat kodrati manusia yang melekat dalam kejadiannya. 
Disamping itu manusia secara biologis memiliki hasrat dan keinginan untuk 
mengikat suatu tali perkawinan dengan lawan jenisnya dalam rangka 
melanjutkan keturunannya. 
                                                             
1





Pernikahan merupakan suatu yang sangat sakral. Pernikahan dapat 
juga di katakan sebagai perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang 
ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul antara wali nikah dengan 
mempelai pria, yang bertujuan sebagai pembentukan sebuah rumah tangga 
yang bahagia, sejahtera dan kekal.  Pernikahan juga salah satu syariat yang 
sangat penting dalam Islam, sebab dengan adanya pernikahan manusia dapat 




Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-
tumbuhan.
3
 Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 36: 
                          
Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-
pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh 
bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 
mereka ketahui”. 
Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan 
selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami istri terus 
berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Oleh karena 
itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Jika 
tertulis di dalamnya terdapat waktu tertentu maka akadnya sah dan 
pembatasan waktunya tidak berguna, demikian selamanya.
4
 
                                                             
2
 Musa Turoichan, Kado Perkawinan: Kiat Menciptkan Surga dalam Rumah Tangga 
(Surabaya: Ampel Mulia, 2009) hlm. 1 
3
 Al- Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) diterjemahkan dari Bahasa 
Arab oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1 
4
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam, terj. Nur 




Perkawinan dapat putus  karena berbagai hal, antara lain karena 
terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena 
sebab-sebab lain.
5
 Dari hal tersebut, maka Allah juga menciptakan aturan-
aturan tentang perkawinan dan segala permasalahannya. Oleh karena itu, 
perkawinan adalah suatu yang sangat sakral dalam pandangan agama, yang 
bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan 
langgeng serta untuk melanjutkan silsilah dalam keluarga, dimana hal ini 
sebagai dambaan pasangan suami istri dalam melangsungkan rumah 
tangganya. Namun tidak sedikit pasangan suami istri yang mengalami 
goncangan-goncangan dalam membina rumah tangganya, yang pada akhirnya 
dapat menemui kegagalan-kegagalandalam perkawinannya. Kegagalan dalam 
membina rumah tangga (perkawinan) biasanya berakhir dengan penceraian, 
kendatipun keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk 
mendamaikan serta memperbaiki pasangan suami istri tersebut, penceraian 
tidak dapat dihindarkan.  
Berkaitan dengan hal tersebut Hammudah Abd. Al‟Ati menyatakan 
bahwa “ putusnya suatu perkawinan melalui penceraian merupakan sesuatu 
yang alami (natural) dan juga bersifat universal”.6 
Salah satu alasan penceraian tersebut adalah disebabkan terjadinya 
perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus dan telah 
memuncak, sehingga tidak dapat lagi untuk didamaikan, hal ini mungkin 
                                                             
5
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap. (Cet. 1; 
Serang: Rajawali Pers), hlm. 229 
6
 Hammudah Abd. Al‟Ati, Keluarga Muslim (The Family structure in Islam), alih bahasa; 




disebabkan karena istri Nusyuz (durhaka) atau mungkin juga karena suami 
berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. 
Allah menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan 
ketika obat selainnya tidak bermanfaat.
7
 Jika demikian, pernikahan bukan lagi 
menjadi sumber kebahagiaan dan ketentraman yang diidamkan oleh setiap 
pasangan. Talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah SWT. Talak 
dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak dan memaksa.
8
 
Adapun ketidaksenangan Allah SWT kepada perceraian itu dapat 
dilihat dalam Sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu 
Majah dan dinilai shahih oleh Al-Hakim, yang berbunyi : 
 ضغبا  ٍُسٚ ٗيٍع الله ىٍص الله يٛسس يال : يال إّٙع الله يضس شّع ٓبا ٓع
اٚس ( قلاطٌا الله ىٌا يلاذٌاٖ  
  ُواذٌا ٗذذصٚ ٗجاِ ٓباٚ دٚاد ٛبا)  
Artinya:“Dari Ibnu Umar r.a, mengatakan: bahwasanya Rasulullah 
Saw bersabda: “ Perbuatan halal   yang sangat dibenci oleh 




Kata-kata talak atau cerai itu harus selalu dijaga ketat, tidak diucapkan 
dengan tergesa-gesa penuh emosi dan tidak menggunakan hak mencerai ini 
dengan sewenang-wenangnya. Dalam hadits lain Rasulullah Saw bersabda 
                                                             
7
  Ali Yusuf As-Subki, Op.Cit.  
8
 A. Rahman I. Doi,  Penjelasan Lengkap Hukm-Hukum Allah (Syari‟ah), (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2002),  hlm. 221. 
9
  Al-Hafidz Ibnu Al- Astqalani, Bulugh al-maram, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 




yang artinya : “ Menikahlah dan jangan bercerai, sesungguhnya singgasana 
Alah Yang Maha Agung akan terguncang karna adanya perceraian”.10 
Islam mengharapkan perkawinaan yang akadnya bernilai sakral dapat 
dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri, namun Islam juga 
memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-
kadang mengalami persengketaan dan percekcokan berkepanjangan. 




Islam mengajarkan jika terjadi pertikaian antara suami istri dan 
pertikaian antara keduanya semakin keras, lalu dikhawatirkan akan terjadi 
perceraian dan kehidupan kehidupan keluarga itu semakin lemah, maka 
diutuslah seorang hakam atau juru damai yaitu seorang hakam dari pihak 
suami dan seorang  hakam dari pihak istri untuk menyelidiki permasalahan 
yang terjadi.  
Allah telah berfirman dalam surah An- Nisa‟ ayat 35 : 
                             
                     
Artinya :“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam(juru damai) dari 
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 
                                                             
10
  A. Rahman I. Doi, Op. Cit.  
11
 Kata Syiqaq  berasal dari bahasa arab al-Syaqqu yang berarti sisi. Adanya perselisihan 
suami –istri disebut sisi karena masing-masing pihak berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, 
disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan, sehingga padanan katanya adalah perselisihan 
(al-khilaf), perpecahan, permusuhan (al-adawah), pertentangan atau persengketaan. Lihat: Kamal 
Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. III, 




suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal”. 
Hakamain adalah dua orang yang diutus dari pihak suami dan istri 
yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi oleh mereka.
12
 Dalam konteks seperti ini maka mediasi atau 
penyelesaian konflik diantara keduanya menjadi wajib atau fardu demi 
kemaslahatan antara suami dan istri tersebut. M. Yahya Harahap memberi 
sinonim “arbitor” sebagai kata yang sepadan dengan hakam.13 Menurut Abu 
Al-Ainain Al-Fatah Muhammad pengertian tahkim menurut istilah fiqih 
adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang 




Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Th. 1989 ditentukan 
tata cara pemeriksaan perkara penceraian karena didasarkan atas alasan 
syiqaq, bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga 
suami istri atau orang-orang yang dekat dengan keduanya tentang sifat 
persengketaan suami istri, hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari 
keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. 
Pengangkatan hakam ini merupakan tindakan insidental dari hakim, 
dimaksud untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan perkara penceraian 
dengan alasan syiqaq. Kemudian untuk dapat memahami penerapan saat 
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pengangkatan hakam maupun yang berwenang mengangkat hakam harus 
merajuk kepada pasal 76 ayat (2) tersebut diatas. Menurut ketentuan pasal ini 
saat pengangkatan hakam dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq ialah 
sesudah proses pemeriksaan melewati tahap pemeriksaan saksi. Oleh karena 
itu, pengadilan baru dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan saksi 
dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, M. Yahya Harahap 
mengatakan bahwa pegangkatan hakam ini merupakan tindakan kasuistik, 
tergantung pendapat dan penilaian hakim.
15
 
Sedangkan menurut H.M. Yusuf Ilyas, bahwa hukum pengangkatan 
hakam adalah wajib, dan bila adanya keringanan sehingga pengangkatan 
hakam menjadi tidak wajib hanya karena rukhsah (keringanan), disebabkan 
kesulitan adanya individu tertentu yang tidak berlaku umum bagi semua 
orang. Hal ini didasarkan kepada adanya keharusan secara mutlak untuk 
mendamaikan suami istri yang akan bercerai oleh setiap hakim, sedangkan 
bagi hakim pada umumnya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk 
melakukan perdamaian itu, maupun tidak memiliki keahlian 
(profesionalisme) yang cukup dalam bidang tersebut. Sehingga pengangkatan 
hakam ini merupakan kegiatan mutlak dan rutin bagi hakim pada setiap 
persidangan perkara penceraian dengan alasan syiqaq.
16
 
Berangkat dari penjelasan surah An- Nisa‟ ayat 35 dan beberapa 
ulama fiqih bahwasanya hakam diangkat dari pihak suami istri yang 
dipercayai sebagai juru damai untuk menyelesaikan persengkataan yang 
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terjadi, dan dalam mekanisme dipengadilan agama pekanbaru melalui 
pengamatan penulis tidak pernah mengangkat hakam yang berasal dari 
keluarga terkhusus dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan 
syiqaq. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik dan 
berminat untuk meniliti persoalan yang berkaitan dengan hakam dalam 
perkara perceraian di pengadilan pekanbaru sehingga mengambil judul: 
“Analisis Peniadaan Hakam Pihak Keluarga Dalam Menyelesaikan 
Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau  Menurut Perspektif 
Hukum Islam ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. 
 
B. Batasan Masalah 
Penelitian ini terfokus pada Analisis Peniadaan Hakam Pihak keluarga 
Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau 
Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Pekanbaru 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang mengenai masalah tersebut dapat dikemukakan 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peniadaan hakam pihak 
keluarga dalam beracara pada perkara  perceraian di Pengadilan Agama 
Pekanbaru  ? 
2. Apa saja faktor penghambat peniadaan fungsi hakam dalam menyelesaikan 





D. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam penerapan hakam pihak 
keluarga dalam beracara pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq 
di Pengadilan Agama Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui apa saja faktor peniadaan fungsi hakam dalam 
menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan 
Agama Pekanbaru. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan penulis, sehingga 
dapat memperluas pengetahuan di bidang Hukum Keluarga. 
b. Sebagai informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan 
intlektual maupun kalangan orang awam. 
c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum 
(SH) pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu peneltian yang dilakukan 
dilingkungan masyarakat tertentu, baik lembaga, organisasi masyarakat 




2. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Pengadilan Agama 
Pekanbaru yang terletak di kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim 
yang menangani sengketa rumah tangga. Sedangkan objek dalam 
penelitian ini adalah Peniadaan fungsi Hakam di Pengadilan Agama 
Pekanbaru. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang Hakim. Teknik 
penarikan sampel yang dilakukan yaitu dengan cara Random Sampling. 
5. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang 
telah ditentukan berupa keterangan yang ada hubungannya dengan 
penelitian ini. Data-data ini diperoleh di Pengadilan Agama Pekanbaru. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 




6. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan 
data sebagai berikut: 
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Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan 
mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 
tertentu.
18
 Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara 
nyata tentang kedudukan Hakam dalam menyelesaikan perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. 
b. Wawancara 
Dalam metode ini penulis menggunakan teknik wawancara atau 
Interview yaitu suatu percakapan atau tanya jawab yang diarahkan pada 
suatu Permasalahan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan yang 
diwawancarai (yang memberi jawaban dari pertanyaan pewawancara). 
c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka 
Studi dukumen merupakan teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari 
bahan kepustakaan dari peraturan perundang-undangan dan literatur 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta laporan atau data 
yang ada pada kantor Pengadilan Agama Pekanbaru. 
7. Analisa Data 
Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, 
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maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat 
tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara kesimpulan akhirnya. 
8. Metode Penulisan 
a. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaidah-
kaidah umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 
kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. 
b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus 
kemudian data tersebut diinterprestasikan sehingga dapat ditarik 
kesimpulan secara umum. 
c. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan 
apa adanya. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Agar pembahasan penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan 
kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika 
sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN. 
Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan kenelitian, 
methode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II   : GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA 
PEKANBARU. 
Bab ini menjelaskan keadaan geografis, sejarah berdirinya, 





BAB III  : TINJAUAN UMUM TENTANG HAKAM DALAM KASUS 
SYIQAQ 
berisikan tentang Syiqaq dan Hakam, yang mencakup pengertian 
syiqaq, dasar hukum Syiqaq, pengertian Hakam, dasar hukum 
Hakam dan hukum pengangkatan hakam, syarat-syarat hakam, 
fungsi hakam dalam kasus syiqaq. 
BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
tinjauan Hukum Islam terhadap peniadaan Hakam pihak keluarga 
dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada perkara 
perceraian, dan apa saja faktor penghambat peniadaan fungsi 
hakam pada perkara perceraian dengan alasan Syiqaq di 
Pengadilan Agama Pekanbaru. 
BAB V  : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 










TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI 
 
A. Sejarah Berdirinya Peradilan Agama Pekanbaru 
Kehadiran Peradilan Agama di Indonesia, telah ada jauh sebelum 
Indonesia medeka. Meskipun dalam bentuknya yang sangat sederhana dan 
penyebutannya berbeda-beda, namun eksistensinya tetap dibutuhkan oleh 
masyarakat muslim Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Pengadilan Agama 
tidak hanya berfungsi sebagai medan akhir dalam proses penyelesaian 
sengketa yang terjadi pada masyarakat muslim, namun sekaligus juga sebagai 




Sebelum Islam datang ke Indonesia telah dikenal peradilan dikalangan 
masyarakat, yaitu Peradilan Perdamaian Keluarga atau Perdamaian Kampung, 
Peradilan Padu dan Peradilan Pradata. Perdadilan Perdamaian Keluarga atau 
Perdamaian kampung merupakan peradilan sehari-hari dan sewaktu-waktu 
diperlukan oleh masyarakat. Sementara Peradilan Padu mengurus perkara 
yang tidak bisa diselesaikan oleh hakim di Peradilan Perdamaian Kampung. 
Hukum materilnya bersumber dari hukum tidak tertulis. Sedangkan Peradilan 
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Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan 
institusi yang cukup tua keberadaannya. Peradilan Agama sudah ada sejak 
munculnya kerajaan-kerjaan Islam di Nusantara, seperti peradilan yang ada di 
Kerajaan Mataram (kurang lebih tahun 1610-1645) yang dikenal dengan 
Peradilan Serambi, karena tempat mengadili diadakan di serambi masjid dan 
hakim-hakimnya diangkat oleh Sultan.
21
 
Tahun 1677 merupakan permulaan jatuhnya kerajaan mataram dan 
awal semakin deras masuknya pengaruh Belanda yang ketika itu menjajah 
kepulauan Nusantara kedalam pemerintahan termasuk badan-badan peradilan. 
Sehingga terdapat keragaman nama dan peraturan perundang-undangan 
mengenai badan Peradilan Agama di Indonesia. Di Jawa dan Madura 
digunakan istilah Peradilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi, di 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur digunakan istilah Kerapatan Qadi 
dan Pengadilan Qadi Tinggi, di Aceh digunakan istilah Mahkamah Syar‟iyah 
Jeumpa, di Palembang digunakan istilah Qadi Syara, di Makasar digunakan 
istilah Syara Tanette, di Bima digunakan istilah Badan Hukum Syara.
22
 
Pada masa penjajahan Jepang, Peradilan Agama masih dipertahankan 
dan tidak ada perubahan hukum sebagai dasar pelaksanaan Peradilan Agama 
di Indonesia kecuali perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Sooryo 
Hoin dan Mahkamah Islam Tinggi berubah nama menjadi Kaikyoo Kooto 
Hoin.
23
 Pada masa ini juga Peradilan Agama sempat terancam karena adanya 
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pertentangan antara tokoh nasional golongan Islam untuk tetap 
mempertahankan Peradilan Agama, sementara golongan nasionalis 
menginginkan Peradilan Agama dihapus karena negara harus memisahkan 




Kemudian pasca kemerdekaan, dalam UUD 1945 keberadaan 
Peradilan Agama diakui dan termasuk dalam lingkungan badan kehakiman. 
Dengan adanya UU nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan 
kehakiman keberadan Peradilan Agama diakui secara formal. Namun 
mengenai susunan dan kekuasaannya masih beragam, sementara hukum acara 
yang dipergunakan adalah HIR serta hukum acara peradilan Islam.
25
 
Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD 
Sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 tahun 1951, pemerintah 
mengeluarkan PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah di luar Jawa dan Madura. Adapun ketentuan 
dalam PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah di luar Jawa dan Madura tersebut adalah dimuat 
dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan 
Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah yang daerah 
hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Kemudian dalam 
Pasal 11 menegaskan bahwa apabila tidak ada ketentuan lain, di ibukota 
Propinsi diadakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah Propinsi yang 












Berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah di luar Jawa dan Madura tersebut 
maka dibentuk Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), 
Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 1957 yang dicantumkan dalam 
Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.
27
 
Keberadaan Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau pada 
awalnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama di Padang. 
Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang tugas 
Pengadilan Agama, yaitu pada Pasal 1 mengatur bahwa tempat-tempat tempat 
yang ada Pengadilan Negri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar‟iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan 
Negri, maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari alim ulama 
dan cerdik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu memimpin 
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah tersendiri di Kota Pekanbaru.28 
Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendikiawan 
yang berada di Pekanbaru, maka diusulkanlah Pimpinan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah Pekanbaru K.H. Abdul Malik yang merupakan 
anggota Mahkamah Syar‟iyah Sumatera Tengah yang berkedudukan di 
Bukittinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau 
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melalui K.H. Mansur yang merupakan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar‟iyah di Bukittinggi, K.H. Djunaidi sebagai Kepala Jawatan Peradilan 
Agama Jakrta Selatan pada tanggal 01 Oktober 1958 secara resmi melantik 




Kemudian pada tanggal 13 Novemmber 1957 Menteri Agama RI 
mengeluarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tentang 
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamh Syar‟iyah di Sumatera. Dalam 
penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan yang dibentuk secara bersama, 
yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah Pekanbaru, Bangkinang, 
Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang. 
Pada tahun-tahun pertama berdirinya, Pengadilan tersebut boleh 
dikatakan belum ada menerima perkara yang masuk untuk disidangkan. Hal 
ini disebabkan karena masyarakat yang beragama Islam di Pekanbaru masih 
cenderung untuk menyelesaikan perkara kasus mereka seperti perselisihan 
perkawinan atau talak ke Kantor Urusan Agama. Selain itu masayarakat Islam 
Pekanbaru belum banyak mengenal fungsi, kedudukan dan tugas Pengadilan 
Agama Pekanbaru. Kemudian antara Pengadilan Agama dan Pengadilan 
Negri masih berebut wewenang tentang lembaga mana yang berhak 
mengadili perkara-perkara seperti waris. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, Pengadilan 
Agama bertugas memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri 
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yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut Hukum Islam, yang 
berkenaan dengan masalah nikah, talak, rujuk, fasakh, mahar, wasiat, baitul 
mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan 
pengesahan syarat ta‟lik talak sudah berlaku.30 Namun masalah waris 
merupakan wewenang Pengadilan Negri berdasarkan Stadblad Nomor 152 
yaitu Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan 
Madura. 
Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka seringkali 
Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah sesuai dengan PP Nomor 
45 tahun 1957 terhambat pelaksanaannya akibat adanya eksekusi dari 
Pengadilan Negri terlebih dahulu. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang 
berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam. Dengan itu pula Pengadilan Agama 
berwenang menyelesaikan dan melaksanakan putusannya sendiri tanpa ada 
campur tangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negri.
31
  
Pengadilan Agama Pekanbaru, pada mulanya hanaya menempati 
sebuah ruanagan kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama 
Pekanbaru di jalan Rambutan kecamatan Pekanbaru Kota, yang kemudian 
melanti Abbas Hasan sebagai Panitera pada Agustus 1959. Kemudian sekitar 
tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa 
rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi kecamatan Pekanbaru Kota. Pada 
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tahun 1969 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang 
dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota
32
 
Pada tahun 1970 ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang pertama, 
K.H. Abdul Malik meninggal dunia. Maka kepemimpinan Pengadilan Agama 
Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya merupakan 
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada tahun 1972 Pengadilan Agama 
Pekanbaru pindah ke jalan Singa kecamatan Sukajadi dengan menyewa 
rumah penduduk. Dan sekitar tahun 1976 berpindah lagi ke jalan Kartini 
kecamatan Pekanbaru Kota denga menempati kantor sendiri. 
Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Abbas Hasan 
yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada Drs. H. 
Amir Idris. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke jalan 
Pelanduk kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali 
pergantian kepemimpinan. Diantaranya: 
1. Drs. Marjohan Syam    (1988-1994) 
2. Drs. Abdulrahman HAR, SH   (1994-1998) 
3. Drs. H. Lumban Hutabarat SH, MH  (1998-2001) 
4. Drs. Zein Hasan    (2001-2002) 
5. Drs. H. Harun S, SH    (2002-2006) 
6. Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH  (2006-2010) 
7. Drs. H. Firdaus HM, SH, MH  (2010-2012) 
8. Drs. Abu Thalib Zisma   (2012-2015) 






9. Drs. Syaifudin, SH, M.Hum   (2017-sekarang) 
Sedangkan alamat kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sering 
mengalami perpindahan, adapun urutan alamat tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Jalan Rambutan No. 20   (1958-1966) 
2. Jalan Riau Lama    (1966-1971) 
3. Jalan Sam Ratulangi    (1971-1973) 
4. Jalan Singa     (1973-1976) 
5. Jalan Kartini     (1976-1985) 
6. Jalan Pelanduk No.21    (1985-2007) 
7. Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 (2007-2015) 
8. Jalan Parit Indah/Datuk Setia Maharaja (2015-sekarang) 
Terjadinya perpindahan tersebut sampai berulang kali disebabkan 
karena Pengadilan Agama belum mempunyai gedung sendiri. Akibatnya 
Pengadilan Agama terpaksa menumpang pada kantor Kanwil Pertanian 
Propinsi Riau, Kanwil Depag dan bahkan menyewa rumah penduduk.  
Perjuangan panjang menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru 
hingga semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau, Arifin Ahmad 
yang berkenaan membayar sewa rumah penduduk untuk kantor Pengadilan 
Agama Pekanbaru serta menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru di 
komplek Kanwil Depag Propinsi Riau. Kemudian Walikota Pekanbaru, Drs. 
H. Herman Abdullah sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada 




Pekanbaru kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk 
jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanabru. 
Sejak 30 juni 2004, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 
2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dilingkungan 
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke 
Mahkamah Agung. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa organisasi, 
administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 
Peradilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar‟iyah Propinsi, dan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah, terhitung sejak 30 juni 2004 dialihkan dari 
Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, semua badan 
peradilan, termasuk Peradilan Agama telah berada dibawah naungan 
Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan lainnya. 
 
B. Asas-Asas Pengadilan Agama 
Pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau ibukota 
kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau 
kabupaten tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat 
beberapa asas umum pada lingkungan Peradilan Agama. Asas-asas umum itu 
merupakan fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan 
seluruh undang-undang tersebut. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Asas personalitas keislaman 
Maksudnya adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada 




yang mengaku dirinya memeluk agama Islam.
33
 Maka terdapat beberapa 
penegasan dalam asas tersebut, diantaranya:
34
 
a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama 
Islam. 
b. Perkara yang disengketakan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 
hibah, wakaf, infak, shadaqah dan ekonomi syari‟ah. 
c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu itu 
berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya 
berdasarkan Hukum Islam. 
2. Asas kebebasan 
Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan Negara 
yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya dan dari pihak 
luar. Hal ini memunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan pelaksana 
sebagian dari kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan kehakiman. 
3. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan 
Persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
35
 
Sederhana, berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai 
penyelesaian perkara. Cepat, berhubungna dengan alokasi waktu yang 
tersedia dalam proses persidangan. Dan biaya ringan berkaitan dengan 
keterjangkauan biaya perkara oleh para pencari keadilan. 
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4. Asas wajib mendamaikan 
Hal ini sejalan dengan tuntutan ajaran Islam, yang dikenal dengan 
konsep ishlah. Asas ini semakin penting karena Peradilan Agama identic 
dengan peradilan keluarga.
36
 Dengan demikian Peradilan Agama 
disamping sebagai pranata hukum, juga sebagai pranata sosial yang 
berfungsi menanggulangi keretakan-keretakan dalam keluarga. 
5. Asas pemberian bantuan 
Dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. 
Pasal 5 ayat (2) Undng-Undang Nomor 14 tahun 1970 ditegaskan bahwa 
Pengadilan membantu para pencari kedailan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  
Berdasarkan pasal tersebut, dalam pemeriksaan perkara di 
Pengadilan hakim aktif memberikan bantuan kepada pihak yang 
berperkara. Bantuan tersebut terbatas pada pemberian nasehat yang 
berkaitan dengan masalah formil. Hakim tidak dapat memberikan bantuan 
yang berkaitan dengan masalah materil atau pokok perkara.
37
 
6. Asas persidangan terbuka untuk umum 
Pada dasarnya semua persidangan di lingkungan Peradilan Agama 
terbuka untuk umum, yaitu dapt dilihat, didengar dan diikuti prosesnya 
oleh masyarakat umum. Namun terdapat pengecualian dalam asas ini, 
seperti yang ditegaskan dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
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14 tahun 1970 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 
bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 





C. Struktur Organisasi Pengadian Agama Pekanbaru 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
sebagaimana telah diamandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 
tahun 2009 mengatur tentang susunan Pengadilan. Dalam Pasal 9 Undang-
Undang tersebut disebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri 
Pimpinan (ketua dan wakil ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. 
Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteran dan 
Sekretariat. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam 
menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, Panitera Muda 
Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, beberapa orang 
Panitera Pengganti dan Jurusita. Sedangkan Sekretariat dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang dibantu oleh Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan, 
Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum. 
Adapun struktur Pengadilan Agama Pekanbaru ketika Penelitian ini 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Ketua : Drs. Syaifuddin, S.H., M. Hum 
2. Wakil Ketua : Drs. Mardanis, S.H., M.H 
3. Majelis Hakim : 1) H. Asli Sa‟an, S.H 
2) Drs. H. Muhammad Dj 
  3) H. Abd. Rahim, S.H 
                                                             
38




  4) Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H 
  5) Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum 
  6) Drs. H. Andi M. Akil, M.H 
  7) Drs. H. M. Zakaria, M.H 
  8) Dra. Hj. Ilfa Susianti, M.H 
  9) Drs. Ali Amran, S.H 
  10) Drs. Sy. Effendi Siregar, M.H 
  11) Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H 
  12) Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H 
  13) Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H 
  14) Drs. Asfawi, M.H 
  15) Drs. Miranda 
  16) Drs. H. Sasmiruddin, M.H 
  17) Drs. Abd. Gani, M.H 
  18) Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H 
  19) Drs. H. Barmawi, M.H 
  20) Dra. Hj. Detwati, M.H 
  21) Drs. Muslim Djamaluddin, M.H 
  22) Drs. Abdul Aziz, M.H.I 
  23) Drs. Asyari, M.H 
  24) Drs. Sayuti, M.H 
4. Panitera : Azwir, S.H 
5. Panitera Muda Gugatan : Zahniar, S.H 
6. Panitera Muda Permohonan : Hj. Umi Salmah, S.H 
7. Panitera Muda Hukum : Fakhriadi, S.H., M.H  
8. Panitera Pengganti : 1) Hj. Marsyidah, S.H 
 2) Akhyar, S.H 
 3) Wan Wahid, S.H 
  4) Ernawati, S.H 
  5) Hj. Yenni, S.H 
  6) Drs. H. M. Nasir As, S.H 
  7) Asmidar, S.Ag 
  8) Zulfahmi, S.Ag., M.H 
  9) Hidayati, S.Ag 
  10) Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H 
  11)  Erdanita, S.Ag, M.H 
  12) Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H 
9. Jurusita :  1) Syukri 
  2) Aguslim 
  3) Khairul Anuar, S.H 
  4) Wawan Suwandi, S.H 
10. Jurusita Pengganti : 1) Hidayah 
  2) Komaria 
  3) Rini Artati 
  4) Habibunnazar 




  6) Adek Hendra 
  7) Sugeng, S. Kom 
11. Sekretaris    : Samsir Toona, S.H.I 
12. Kasubbag Umum dan Keuangan : Sutikno Hady, S.H 
13. Kasubbag Perencanaan,  : Hj. Erniati, S.H 
      IT dan Pelaporan  
14. Kasubbag Kepegawaian  : Anita Febrina, S.E 
 
 
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru 
Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui 
Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
dan berbagai kondisi yang sangat denamis merupakan tantangan dalam proses 
perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita. 
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 
berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan 
dengan hal ini, pada tanggal 10 september 2009 Mahkamah Agung Republik 
Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “ Terwujudnya Peradilan 
Yang Agung “. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama 
Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan 
yang berada dibawah Mahkamah Agung, maka visi Pengadilan Agama 
Pekanbaru merupakan derivisi dari visi Mahkamah Agung, Yaitu “ 
Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”. 
Untuk mewujudkan visi sebagai lokasi ideal yang akan dicapai pada 
kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan poko 
untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi pengadilan 




Pekanbaru juga sejalan diderivisi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi 
Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut: 
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru; 
2. Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan; 
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan Peradilan; 
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama 
Pekanbaru. 
 
E. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru 
Adapun tugas Pengadilan Agama Pekanbaru  berasarkan pada 
ketentuan Pasal 49 nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan 
berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara 
ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: 







h. Ekonomi syari‟ah 
 
Yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bidang 
ekonomi syari‟ah yang merupakan kewenangan baru Pengadilan Agama. 
Dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 huruf I, dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan ekonomi syari‟ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 
dilaksanakan menurut prinsip sayri‟ah, antara lain meliputi:39 
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a. Bank syari‟ah 
b. Lembaga keuangan mikro syari‟ah 
c. Asuransi syari‟ah 
d. Reasuransi syari‟ah 
e. Reksa dana syari‟ah 
f. Obligasi syari‟ah dan surat berharga berjangka syari‟ah 
g. Sekuritas syari‟ah 
h. Pembiayaan syari‟ah 
i. Pegadaian syari‟ah 
 
Sedangkan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru 
adalah sebagai berikut: 
a. Kekuasaan Relatif 
Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah 
atau daerah. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota 
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut.
40
 Artinya 
adlah kekuasaan Pengadilan Agama meliputi daerah hukumnya 
berdasarkan peraturan Perundang-undangan. 
b. Kekuasaan Absolut 
Kekuasaan absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk 
mengadili perkara berdasarkan jenis perkara. Pekanbaru  berasarkan pada 
ketentuan Pasal 49 nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan 
berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara 
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h. Ekonomi syari‟ah 
 
Adapun jumlah dan jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama 
Pekanbaru adalah sebagai berikut:
42
 
 Tabel 2.1 
         Pengadilan Agama Pekanbaru 
Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2018 
 
No Jenis Perkara Total 
1. Penujukan orang lain sebagai wali 0 perkara 
2. Pencabutan kekuasaan wali 0 perkara 
3. Perwalian 8 perkara 
4. Pencabutan kekuasaan orang tua 0 perkara 
5. Pengesahan anak 0 perkara 
6. Hak-hak bekas istri 0 perkara 
7. Nafkah anak oleh ibu 0 perkara 
8. Penguasaan anak 18 perkara 
9. Harta bersama 26 perkara 
10. Cerai gugat 1421 perkara 
11. Cerai talak 500 perkara 
12. Kelalaian atas kewajiban 0 perkara 
13. Pembatalan perkawinan 1 perkara 
14. Penolakan perkawinan oleh PPN 0 perkara 
15. Pencegahan perkawinan 0 perkara 
16. Izin poligami 6 perkara 
17. Ganti rugi terhadap wali 0 perkara 
18. Asal usul anak 2 perkara 
19. Penetapan kawin campur 0 perkara 
20. Isbat nikah 16 perkara 
21. Izin kawin 0 perkara 
22. Dispensasi kawin 14 perkara 
23. Wali adhal 2 perkara 
24. Pengangkatan anak 0 perkara 
25. Ekonomi syari‟ah 1 perkara 
26. Kewarisan 18 perkara 
27. Wasiat 1 perkara 
28. Hibah 3 perkara 
29. Wakaf 2 perkara 
30. Zakat/infak/shadaqah 0 perkara 
Total 2,038 perkara 
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 31 
BAB III 
TINJAUN UMUM TENTANG HAKAM  
DALAM KASUS SYIQAQ 
 
 
A. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab 
disebut dengan dua kata, yaitu nikah (حاىٔ) dan zawaj )جاٚص(. Secara arti kata, 
nikah berarti bergabung (ُض), hubungan kelamin (ءطٚ),  dan juga berarti akad 
(ذمع).43 
Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara laki-laki dan 
perempuan,
44
 tujuannya adalah untuk memelihara regenerasi, memelihara gen 
manusia dan masing-masing suami istri mendapat kesenangan jiwa karena 
kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan,
45
 dengannya pula terbentuk 
rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan kasih 
seorang ayah,
46
 tujuan pokok dari perkawinan adalah membentuk keluarga 
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B. Perceraian Dalam Kasus Syiqaq 
Perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan antara suami 
istri.
48
 Sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah talak, yang 
berasal dari bahasa arab اللاط كٍطي كٍط  yang berarti “ bercerai”.49 
Menurut istilah syara‟, talak yaitu : 
         تيج ٚ ضٌا تل لاعٌا ءاٙٔاٚ جاٚ ضٌا تطبس ًد 
 
Artinya: “melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.50 
Sedangkan Al-Jaziry mendefenisikan : 
 ص ٛصخِ ظفٍب ٍٗد ْاصمٔ ٚا خىٌٕا تٌا صا ق لاطٌا 
Artinya: “talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau 
mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan 
kata-kata tertenu”.51 
 
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa talak ialah 
menghilangkan atau memutuskan ikatan tali perkawinan yang sah antara 
suami dan istri. Sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak 
lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam talak ba‟in. Sedangkan arti 
mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi 
suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak 
suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi 
hilang hak talak itu, yang disebut dengan talak raj‟i. 
Karena pada dasarnya, talak adalah suatu perbuatan yang tidak 
disenangi oleh Allah SWT dan termasuk perbuatan yang makruh. 
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Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu 
Majah dan dinilai shahih oleh Al-Hakim, yang berbunyi : 
 يلاذٌا ضغبا  ٍُسٚ ٗيٍع الله ىٍص الله يٛسس يال : يال إّٙع الله يضس شّع ٓبا ٓع
الله ىٌاٖاٚس ( قلاطٌا  
  ُواذٌا ٗذذصٚ ٗجاِ ٓباٚ دٚاد ٛبا)  
Artinya:“Dari Ibnu Umar r.a, mengatakan: bahwasanya Rasulullah 
Saw bersabda: “ Perbuatan halal   yang sangat dibenci oleh 




Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami 
dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, yaitu dapat terjadi melalui apa 




Berakhirnya pernikahan atas kehendak atau inisiatif istri dapat pula 
terjadi melalui apa yang disebut dengan khiyar aib, khulu‟ dan rafa‟ 
(pengaduan). Sedangkan berakhirnya pernikahan diluar kehendak suami dan 
istri dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau matinya istri, dan dapat 
pula atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakam dalam kasus syiqaq, sebab 
syiqaq merupakan salah satu alasan dimungkinkannya perceraian.
54
  
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa‟ (4) ayat 35 : 
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                                         
                    
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. 
Sesungguhya Allah maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”.55 
 Dalam ayat sebelumnya Allah SWT telah menyebutkan kondisi 
yang pertama yaitu apabila pembangkangan dan nusyuz berasal dari seorang 
istri. Sedangkan dalam ayat 35 ini Allah menyebutkan kondisi yang kedua 
yaitu apabila terjadi pembangkangan dari pasangan suami dan istri. Ulama 
fiqih berkata “ apabila terjadi persengketaan diantara suami istri, maka 
hakimlah yang melerai keduanya sebagai pihak penengah yang 
mempertimbangkan perkara mereka berdua dan mencegah orang yang hendak 
melakukan kezaliman diatara meraka. Akan tetapi jika perkara tersebut 
semakin parah dan persengketaannya semakin panjang, maka pihak hakim 
memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga istri dan seorang dari 
keluarga suami untuk berkumpul dan mempertimbangkan perkara kedua 
pasangan tersebut. Kemudian utusan tersebut melakukan upaya untuk 
kemaslahatan mereka berdua, diantara memisahkan pasangan suami istri itu 
atau tetap mempersatukannya sebagai pasangan suami dan istri.  
Berdasarkan keterangan surat An-Nisa‟ ayat 35 ini sagat erat 
kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu syiqaq (pertentangan/ 
persengketaan) antara suami istri, bukan persengketaan yang lain. 
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Selain dalam hukum Islam, syiqaq juga diatur dalam hukum positif 
Indonesia yang diakui dalam peraturan perundang-undangan perceraian suami 
istri, yang merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian, yaitu : 
Pertama, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, “ antara suami 
istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 
harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Alasan ini menjadi 
pertimbangan majlis hakim apakah layak putusan cerai dijatuhkan atau tidak. 
Kedua, Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama beserta penjelasannya menyatkan bahwa “bila gugatan perceraian 
didasarkan atas alasan syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus 
menerus antara suami istri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, 
juga harus mengangkat hakamain untuk mendamaikan suami istri tersebut”.56 
Ketiga, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “antara 
suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”57 
Alasan mengapa syiqaq ini banyak terjadi menurut hukum Islam dan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah karena komulasi dari 
permasalahan-permaslahan yang ada dirumah tangga, adanya perbedaan 
watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing suami istri bertahan 
apada wataknya, sama-sama tidak mau mengalah sehingga kehidupan rumah 
tanga penuh dengan ketegangan-ketegangan yang tdak kunjung reda.  
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Syiqaq yang terjadi diantara suami istri juga terkadang disebabkan 
oleh beberapa macam perkara, yaitu syiqaq yang disebabkan nusyuznya istri 
terhadap suami. Hal ini yang perlu dilakukan adalah hendaknya suami 
mengatasi dengan cara yang paling ringan diantara cara-cara yang disebutkan 
dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat 34, yaitu dengan cara :  
a. Memberi nasehat  
b. Memisahkan tempat tidur 
c. Memukul (bersifat memberi peringatan dan tidak meninggalkan bekas).58 
Syiqaq terjadi karena kezaliman suami terhadap istri, hal ini 
dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit 
menghilangkan nusyuznya, maka selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi 
perpecahan, oleh sebab itu kedua suami istri dan kaum kerabat wajib 
mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara 
mereka.  
 
C. Pengertian Hakam 
Secara bahasa hakam berasal dari bahasa arab hakama yang berarti 
memimpin, di dalam buku kamus fiqih hakam berasal dari bahasa arab yang 
berari mengalihkan hukum dari keadilan dan mendamaikan. Kata hakam 
menunjuk kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan 
antara dua orang yang berselisih atau boleh juga disebut sebagai juru damai 
(mediator).
59
 Amir syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang 
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bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.
60
 
Sedangkan menurut Hamka, pengertian hakam adalah penyelidik duduk 
perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil keputusan.
61
 
Sedangkan menurut istilah hakam adalah pihak yang  berasal dari 
keluarga suami dan istri atau pihak lain yang  bertugas menyelesaikan 
perselisihan. Para mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua hakam apabila 
terjadi persengketaan antara suami dan istri dan mereka tidak mengetahui 
dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.
62
  
Hakam (juru damai) merupakan dari rangkaian perkara perceraian 
dalam perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, menurut 
Noel J. Coulsen memberi sinonim arbitrator sebagai kata yang sepadan 
dengan hakam. Begitu juga Morteza Muntahari mengemukakan kata hakam 
sepadan dengan “arbiter”. Menurut beliau hakam dipilih dari keluarga suami 
dan keluarga istri. Satu orang dari keluarga pihak suami dan satu orang dari 
pihak istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan 
mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui 
keadaan suami istri tersebut. Sehingga suami istri lebih terbuka dalam 
mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. 
Pengertian ini sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam Al-
Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat 35.63 Sedangkan di Malaysia disebut dengan 
penimbangtara, dengan demikian hakam sebagai “ mahkamah” keluarga.64 
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Apa yang dijelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian 
yang dirumuskan  pada penjelasan pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
peradilan Agama yaitu : 
“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak 
keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk 
mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”.65   
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakam adalah 
seseorang yang diberi kewenangan atau mempunyai hak dan kuasa sebagai 
penengah atau perantara untuk menyelidiki dan menyelesaikan persengketaan 
hebat yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga, yaitu antara suami dan istri. 
 
D. Dasar Hukum Hakam 
Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengangkatan hakam dalam 
penyelesaian sengketa rumah tangga baik itu dari lembaga peradilan maupun 
dari pihak keluarga adalah sebagai berikut : 
1. Al-Qur‟an 
a. Surat An-Nisa‟ (4) ayat 35 : 
                               
                       
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
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niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. 
Sesungguhya Allah maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”. 
 
 Ketentuan surat An-Nisa‟ ayat 35 yang bersifat global ini 
menimbulkan penafsiran-penafsiran dikalangan ahli tafsir dan ahli fiqih. 
Diantaranya yang banyak ditelaah dan ditekuni di Indonesia adalah 
tafsiran sigkat dalam tafsir jalalain karangan Imam Jalalain, dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
a. Hakam diangkat atas kerelaan kedua belah pihak (suami dan istri) 
b. Hakam seorang laki-laki yang jujur dan adil 
c. Hakam berasal dari keluarga atau kaum kerabat terdekat suami istri 
d. Berfungsi sebagai penegah atau penyelidik 
e. Mewakili para pihak untuk menjatuhkan dan menerima talak atau 
khulu‟ 
f. Hakam harus bersungguh-sungguh menyadarkan dan unuk 
mendamaikan kedua suami dan istri yang berperkara.
66
 
Sementara itu, mengenai masalah kewenangan hakam para ulama 
berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakam tersebut hanya sebagai juru 
damai saja, bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. 
Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki karena keduanya telah ditunjuk 
oleh pengadilan agama, maka oleh karena itu kedua hakam tersebut 
mempunyai kewenangan dimana kekuasaannya sebagaimana yang dimiliki 
oleh pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menceraikan, baik dalam 
                                                             




bentuk memaksakan untuk bercerai dalam bentuk talak ataupun dalam 
bentuk khulu‟ (talak tebus).67  
b. Surat An-Nisa‟ (4) ayat 114 : 
                              
                              
Artinya :“tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh 
(manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau 
mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang 
siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan 
Allah, maka kami memberi kepadanya pahala yang besar”.  
 
Maksud dari ayat diatas, Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam 
menjelaskan, jika seorang muslim mendapatkan seorang saudaranya yang 
saling bersiteru, maka hendaknya dia (hakam, hakamain, mediator) pada 
saudaranya yang satu (suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong 
(tidak sesuai). Demikaian juga dia (hakam, hakamain, mediator) 
menceritakan kepada satu lagi (istri) juga dengan kabar kebaikan. Supaya 




Hadits yang menjelaskan tentang syiqaq dan hakam adalah 
sebagai berikut: 
يذي يٕث ذدٚ  ٓيّىذٌا يف : يال بٌ اط يبا ٓب يٍع ْا ٗغٍب ٗٔا هٌ اِ ٓع , 
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( : ىٌاعت ٚ نساب الله يال ٓيزٌا                   
                                   : ءاسٌٕا )53. 
 ٓيّىذٌا ْا : ٍُعٌا ً٘ا ِٓ تعّس اِ ٓسدا هٌرٚ : هٌاِ يال عاّتجلااٚإّٙيب تلشفٌااّٙيٌا ْا
صٛجي عاّتجلااٚ تلشفٌا يف ٗتاشِا ٚ ًجشٌا ٓيب اٌّٙٛل )هٌاِ ٖاٚس( 
Artinya : “Dan Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik 
bahwa ia telah mendengar „Ali ibn Abi Thalib berkata 
tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT : 
(Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. 
Sesungguhya Allah maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal). Surat An-Nisa‟ ayat 35. Sesungguhnya 
perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik 
berkata : “ itu yang terbaik sejauh aku dengar dari orang-
orang berilmu, apapun yang dikatakan oleh dua orang 
penengah / pendamai dijadikan pertimbangan. (HR. 
Malik)”.69  
 
3. Undang – Undang  
Dalam Undang-undang, masalah hakam dijelaskan pada pasal 76 
ayat 2 (dua)  Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
yaitu : 
“Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga 
suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya 
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E. Hukum Pengangkatan Hakam 
Para pakar hukum Islam sepakat tentang perlunya pengangkatan 
hakamain dalam perkara syiqaq, tetapi mereka berselisih pendapat tentang 
hukum mengangkat hakam itu. Dalam kitab Syarqawi alat-Tahrir 
dikemukakan bahwa jika perselisihan antara suami istri dapat memuncak, 
yakni terjadinya permusuhan yang membahayakan maka perlu diangkat 
hakamain dan hukumnya adalah wajib. Sedangkan Ibn Rusyd berpendapat 
bahwa pengangkatan hakamain ini tidak wajib, tetapi jawaz (boleh). Pendapat 




Yang perlu diperhatikan sebelum mengangkat hakam adalah siapa 
yang berhak mengangkat hakam tersebut. Para ulama fiqih berbeda pendapat 
mengenai siapa yang mengangkat hakam, antara lain : 
a. Pendapat pertama, menyatakan bahwa yang mengangkat hakam adalah 
suami istri yang berselisih, pendapat ini dikemukakan oleh Abbas dan 
Imam Syafi‟I juga condong kepada pendapat ini.  
b. Kedua, yang mengangkat hakam adalah pihak- pihak suami dan pihak-
pihak istri, karena ayat 35 suratAn-Nisa‟ ditujukan kepada mereka. Secara 
umum dibidang muamalah hakam ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa 
bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditujuk langsung oleh dua orang yang 
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Said bin Jubair berpendapat bahwa yang mengangkat hakam adalah 
penguasa, sedangkan jumhur ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani 
menyatakan hakam adalah para hakim atau pemerintah, karena ayat di atas 
ditunjukkan kepada kaum Muslimin.
73
 
Tentang kriteria macam-macam hakam ini, dikelompokkan dalam dua 
klasifikasi yaitu siapa yang menjadi hakam dan siapa yang berhak 
mengangkat hakam. Pertama, tentang siapa yang menjadi hakam ada 2 
macam, yaitu hakam yang berasal dari dari masing-masing keluarga suami 
dan istri dan hakam yang berasal dari orang lain. Adanya dua macam hakam 
ini tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalanga para ulama.  
Pendapat pertama, tentang hakam dari pihak keluarga ini tertera jelas 
dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 35. Diantara para ulama yang yang 
mengikuti pendapat ini adalah Umar Az-Zamakhsari, dia berpendapat bahwa 
uru damai harus harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan 
pihak istri, dengan alasan : 
a. Keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri 
secara mendalam dan mendekati kebenaran. 
b.  Keluarga kedua belah pihak adalah diantara orang-orang yang sangat 
menginginkan tercapainya perdamaiandan kedamaian pada kedua suami 
istri tersebut. 
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c. Bahwa mereka lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang berselisih. 
d. Kedua suami istri akan lebih leluasa menjelaskan dan berterus terang 
mengungkapkan isi hati masing-masing.
74
 
Pendapat kedua, yang menyatakan hakam dari pihak luar keluarga 
suami istri diantaranya ialah Syaihabuddin Mahmud Al-Alusi. Ia berpendapat 
bahwa hakam boleh saja diambil dari luar keluarga kedua belah pihak. Dalam 
pandangannya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk 
menjadi hakam dalam kasus syiqaq, sebab tujuan pokok dari pengutusan 
hakam adalah untuk mencari jalan dari  kemelut rumah tangga yang dihadapi 
oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari 
keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar 
dugaan yang kuat lebih megetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi 
masing-masing suami dan istri, sehingga menurut Al-Alusi, mengutus juru 




Kedua, tentang siapa yang berhak mengangkat hakam juga terdapat 
perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih, yaitu hakam diangkat oleh 
masing-masing pihak suami istri dan hakam yang diangkat oleh hakim atau 
pemerintah atau yang lebih dikenal dengan istilah min jihad al hakim.  
Pendapat pertama, yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh 
masing-masing pihak suami istri diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, 
Imam Syafi‟i dalam qaul qadimnya dan sebagian pengikut Imam Hambali. 
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 Abdul Aziz Dahlan,  Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, hlm. 1709 




Mereka beralasan bahwa ayat 35 Surat An-Nisa‟ ini ditujukan kepada piak-
pihak suami dan pihak-pihak istri.
76
 
Pendapat kedua, yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh hakim 
atau pemerintah adalah Imam Malik, Imam Syafi‟I dalam qaul jadidnya, 
sebagian yang lain dari pengikut Imam Hambali, Asy Sya‟bi dan Ibnu 
„Abbas, dengan alasan bahwa lafadz fab‟asu pada ayat 35 Surat An-Nisa‟ 




F. Syarat-syarat Hakam 
Mengenai persyaratan-persyaratan untuk dapat dijadikan hakam, 
terdapat beberapa pendapat, yaitu:  
1. Wahbah Az- Zuhaili 
Beliau berpendapat bahwa seorang hakam disyaratkan harus : 
a. Laki-laki 
b. Adil  




2. Sayyid Sabiq 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie 





3. Abdul Aziz Al Khuli 
Beliau berpendapat bahwa seorang hakam disyaratkan harus : 
a. Berlaku adil diantara pihak yang berperkara  
b. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suamai istri yang berperkara 
c. Kedua hakam itu disegani oleh kedua belah pihak 
d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau dirugikan, apabila 
pihak lain tidak mau berdamai. 
80
 
Sedangkan para ulama bersepakat, bahwa syarat untuk menjadi 
seorang hakam disamakan dengan syarat menjadi qadhi, yaitu :   
a. Islam, kedua orang hakam tersebut harus beragama Islam, tidak boleh 
hakam tersebut selain agama Islam. 
b. Berakal, tidak sah apabila hakam tersebut memutuskan dalam keadaan 
gila. 
c. Telah mencapai usia dewasa, karena hakam membutuhkan penalaran unuk 
menentukan perkara tersebut dipisahkan atau disatukan. 
d. Adil, yaitu dapat menjaga agama dan menjaga amanat atau rahasia 
pasangan yang bersengketa. 
e. Bukan budak belian. 81 
 
 
                                                             
79
 As-Sayyid Sabiq, Op.Cit, hlm. 61. 
80
 Abd. Shomad, Op. Cit., h. 333.  
81




G. Fungsi Hakam Dalam Penyelesaian Syiqaq   
Latar belakang dibentuknya hakam adalah apabila terdapat ketakutan 
akan bubarnya dan hancurnya kedamaian suatu keluarga. Hakam ada di 
tengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami istri yang 
sedang bersengketa. Kedua hakam harus berusaha menemukan dan meneliti 
faktor-faktor ketegangan dan sekuat tenaga berusaha menghilangkannya.
82
 
Islam menetapkan adanya hakam adalah untuk menjaga agar 
bangunan rumah tangga tidak runtuh, maka hakam yang ditetapkan yang 
dipercaya suami istri tersebut haruslah dalam menetapkan keputusan dalam 
keadaan tenang dan jauh dari suasana tegang. 
Fungsi atau tugas hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat 
yang menimbulkan krisis perselisihan itu. Mencari akar sebab-musabbab 
yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin 
mendamaikan kembali suami istri yang bersengketa. Apabila masalah ini 
tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil 
inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mereka 
mengajukan permaslahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan 
menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus syiqaq ini bersifat 




Dalam fiqih munakahat terdapat dua pendapat tentang (status) hakam, 
yaitu : 
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a. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa hakam berstatus sebagai 
wakil suami istri. Yaitu hakam hanya berwenang mendamaikan bukan 
untuk menceraikan suami istri tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Hanafi, satu riwayat dari Hambali, qaul qadim Syafi‟I, Ahmad , ulama-
ulama dhaziri, serta Syiah Zaidiyah.
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b. Kedua, Pedapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Al Syaibani, Al-
Nakha‟iy, Imam Malik, Ishak dan Ibnu Munzir, mereka berpendapat 
bahwa hakam itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini 
keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa 
persetujuan kedua suami istri, baik untuk mendamaikan atau 
menceraikannya dengan uang tebusan atau tanpa uang tebusan.
85
 
Imam Malik beralasan dengan atsar yang diriwayatkan dari Ali bin 
Abi Thalib r.a. bahwa ia mengatakan kedua juru damai itu :  
يحي يىث دحَ  هيمكحنا يف : لاق بن اط يبا هب يهع نا ًغهب ًوا كن ام هع , 
( : ىناعت َ كزاب الله لاق هيرنا                           
                                  : ءاسىنا )53. 
 شُجي هيمكحنا نا : مهعنا مٌا هم تعمس ام هسحا كنذَ : كنام لاق عامتجلااَامٍىيب ةقسفناامٍينا نا
 ةقسفنا يف ًتاسما َ مجسنا هيب امٍنُق)كنام ياَز( عامتجلااَ 
Artinya : “Dan Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik 
bahwa ia telah mendengar „Ali ibn Abi Thalib berkata 
tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT : 
(Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. 
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Sesungguhya Allah maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal). Surat An-Nisa‟ ayat 35. Sesungguhnya 
perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik 
berkata : “ itu yang terbaik sejauh aku dengar dari orang-
orang berilmu, apapun yang dikatakan oleh dua orang 
penengah / pendamai dijadikan pertimbangan. (HR. 
Malik)”.86 
 
Dalam hal ini, Imam Malik menyamakan dua juru damai dengan 
penguasa. Baginya penguasa dapat menjatuhkan talak, jika nyata-nyata telah 
terjadi hal-hal yang merugikan. Baik atas golongan yang mengatakan hakam 
berkedudukan sebagai wakil, keduanya harus memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh syara‟ yaitu keduanya telah dewasa, sehat akalnya, laki-laki 
dan bersikap adil.  
Dalam ayat memang disebutkan kedua hakam itu satu dari pihak 
suami dan satu dari pihak istri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga 
dari pihak masing-masing, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur 
ulama mengatakan bahwa kedua hakam itu tidak dipersyaratkan dari keluarga 
kedua belah pihak. Namun sebaiknya, keduanya berasal dari pihak keluarga, 
karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan 
dengan yang lain atau yang bukan dari pihak keluarga. 
Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa syiqaq adalah suatu 
perselisihan atau persengketaan antara suami istri yang terus menerus terjadi 
di dalam suatu rumah tangga. Yang mana situasi ini baik suami maupun istri, 
kedua-duanya aktif saling bercekcok dan bertengkar dalam rumah tangganya, 
sama-sama melakukan tindakan yang membentuk perselisihan yang hebat 
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antara keduanya. Oleh karena itu, diutuslah hakam (juru damai) untuk 
menyelesaikan persengketaan atau perselisihan yang terjadi diantara mereka, 
dengan harapan supaya keluarga yang bersengketa tersebut dapat hidup aman, 
damai, rukun dan tentram seperti semula. Sehingga terciptalah suatu keluarga 













Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Peniadaan fungsi hakam dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan 
alasan syiqaq di Pengadilan Agama bukan berarti pihak pengadilan 
meniadakan fungsi hakam dari keluarga seperti dijelaskan dalam surat 
An- Nisa‟ ayat 35 sebagai pihak yang mendamaikan, Undang-undang 
Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (2), dan sebagian ulama fiqih. 
Melainkan pihak pengadilan hanya mengikuti sistem yang ditetapkan oleh 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur 
mediasi, yang dimana dalam proses mediasi ini dilakukan oleh mediator 
yang bersertifikat, jadi secara tidak langsung dengan sistem mediasi yang 
dilakukan oleh mediator ini terjalankan fungsi hakam sebagai pendamai 
pihak yang bersengketa. Mediasi di Pengadilan ini adalah salah satu 
produk dari hukum Islam. Karena secara historis mediasi yang 
dikembangkan dalam peraturan ini merupakan eksistensi penyelesaian 
sengketa yang sudah banyak dipraktekkan di dalam hukum Islam. Hukum 
Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia 





2. Adapun faktor penghambat peniadaan fungsi hakam/ juru damai/ 
mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq 
antara lain, karena Tidak Hadirnya Pihak Tergugat Pada Persidangan, 
Kurang Bersungguh-sungguhnya Para Pihak Untuk Melaksanakan 
Mediasi, Perkara Perceraian Umumnya Berkaitan dengan Perasaan 
Sehingga Sangat Sulit untuk Didamaikan, Tingkat Perselisihan Yang 
Tinggi, Pengaruh Eksternal atau orang lain ( Pihak Ketiga ). 
 
B. Saran  
Saran-saran dalam penilitian ini dapat juga penulis sampaikan sebagai 
berikut : 
1. Pengadilan Agama hendaknya mengambil hakam yang berasal dari pihak 
keluarga yang berpekara, karena pihak keluargalah yang sangat mengerti 
dengan perasan dari kedua belah pihak, terkhusus dalam menyelesaikan 
perceraian dengan alasan syiqaq.   Dengan begitu proses perdamaian akan 
lebih efektif dan berhasil. 
2. Bagi pihak Pengadilan Agama teruslah memberikan perhatian yang serius 
terhadap perdamaian ini, walaupun masih banyak menemukan kendala-
kendala dalam melaksanakannya. Jangan menjadi beban hingga 
mengurangi etos kerja yang telah dimiliki. Sehingga persengkaan 
masyarakat tentang Pengadilan Agama tidak hanya sebatas lembaga 
pemutus perkara akan tetapi lebih pentingnya adalah lembaga penyelesaian 
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Judul skripsi “Analisis Peniadaan Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan 
Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau  Menurut Perspektif Hukum 
Islam ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. 
Daftar pertanyaan dalam wawancara kepada responden :  
1. Apakah Fungsi hakam diterapkan dalam mendamaikan perkara penceraian di 
Pengadilan Agama ?  
2. Apakah melakukan pengangkatan hakam dari pihak keluarga yang 
bersengketa di Pengadilan Agama Pekanbaru ? 
3. Bagaimana proses penngangkatan hakam dalam berpekara perceraian dengan 
alasan syiqaq di Pengadilan Agama ? 
4. Apakah ada keberhasilan dalam melaksanakan perdemaian dalam 
menyelesaikan perkara perceraian karena alasan syiqaq ? 
5. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan perdamaian 
(mediasi) ? 
6. Apakah sudah optimal usaha yang dilakukan oleh hakim dalam mendamaikan 
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